BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a.

b.

Anak pengguna Narkotika menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib mengikuti rehabilitasi dan
dikembalikan ke orang tua/wali, hal ini sesuai dengan Undang-Undang
No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan
tindak pidana narkotika lainnya seperti mengimpor, mengekspor, kurir,
dan pengedar dapat dikenakan pidana % dari ancaman maksimal pidana
orang dewasa, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan
Anak yang mengutamakan upaya Diversi sebagaimana juga yang diatur
dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak.

Dalam penetapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika harus sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak agar hak-hak terhadap anak dapat terpenuhi.
Sanksi yang diberikan terhadap anak haruslah yang dapat membimbing
anak tersebut dan melindungi masa depannya, sehingga sanksi yang tepat
untuk dikenakan terhadap anak adalah sanksi social, yaitu menjalankan
rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis agar jiwa anak juga tidak

terganggu.
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B. Saran
Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan
saran sebagai berikut :

1. Aparat Penegak Hukum yang memproses perkara anak sebagai pelaku
tindak pidana narkotika seharusnya memperhatikan Undang-undang
Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang
mengutamakan upaya Diversi agar dapat terpenuhinya hak-hak anak.

2. Agar anak-anak kita jauh dari narkotika, pentingnya diberitahukan
tentang peraturan yang mengatur tindak pidana narkotika. Di dalam
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan
sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana
narkotika. Pengetahuan ini yang harus diberikan kepada anak agar
anak tidak menggunakan narkotika. Selain Undang-undang Narkotika,
Undang-undang Perlindungan Anak harus digunakan apabila
pelakunya adalah anak, karena di dalam Undang-undang Perlindungan
Anak sendiri mengatur sanksi dan memberikan hak pada anak apabila
anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, baik dalam anak
menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dan menjadi kurir.

3. Peran Pemerintah juga penting dalam menekan tindak pidana narkotika
terhadap anak. Pemerintah memberikan pengetahuan lewat pendidikan
tentang bahaya narkotika agar anak dapat mengerti dan tidak
terjerumus ke dalamnya. Selain itu, diberikan sanksi yang seberat-

beratnya bagi barang siapa yang dapat mempengaruhi anak untuk



melakukan tindak pidana narkotika. Kita sebagai orang-orang yang
dewasa memberikan contoh yang benar dan baik terhadap anak-anak
kita agar anak-anak kita jauh dari narkotika dan dapat menggapai cita-

cita mereka dengan baik.
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